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KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu upt di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen),
BPMP Prov. D.I. Yogyakarta mempunyai tugas fungsi menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Pelaksanaan tugas fungsi tersebut merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra) Kemendikdasmen yang merupakan bahan perumusan
(Renstra) Ditjen. PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2025-2029.

Renstra sebagai dokumen utama yang memuat visi, misi dari BPMP Prov. D.I. Yogyakarta
serta kebijakan, tujuan strategis, sasaran program dan indikator kinerja program (IKP)
pembangunan bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,
menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan
nasional. Selain itu, Renstra ini lebih lanjut dijabarkan ke dalam rencana kinerja atau program
kerja tahunan yang sekaligus juga menjadi rujukan untuk mengevaluasi capaian program dan
kegiatan dalam periode lima tahunan.

Renstra BPMP Prov. D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam pelaksanaan
tugas BPMP Prov. D.I. Yogyakarta sebagai penggerak sektor pembangunan Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah hingga periode tahun 2029. Renstra BPMP
Prov. D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini mendukung pencapaian program Kemendikdasmen.

Yogyakarta, Oktober 2025
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Partisipasi Pendidikan

Berbagai upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Wajib Belajar 13 (tiga belas) Tahun telah
menunjukkan hasil yang baik. Secara umum, provinsi D.I.Yogyakarta dapat mempertahankan dan
terus meningkatkan angka partisipasi di berbagai jenjang. Seperti ditunjukkan pada Gambar 1,
terdapat kondisi yang sudah mencapai tingkatan optimal, yang ditunjukkan dengan capaian pada
tahun 2024 untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun , APS usia
13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun, APS usia 16 (enam belas)-18 (delapan belas) tahun, dan APS
usia 19 (Sembilan belas) tahun — 23 (dua puluh tiga) tahun masing-masing sebesar 99,65%
(sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima persen) 98,9% (sembilan puluh delapan koma
sembilan persen) 90,36% (Sembilan puluh koma tiga puluh enam persen dan 54,17% (lima puluh
empat koma tujuhbelas persen).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2024 di
Prov. D.1. Yogyakarta menurut Kelompok Umur

120
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Gambar 1 Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan Kelompok Usia
Sumber data : Badan Statistik Prov. D.I. Yogyakarta Tahun 2025

Berdasarkan gambar diatas, pola partisipasi sekolah tahun 2024 di D.I. Yogyakarta menunjukkan
perbedaan yang tajam antar kelompok umur. Secara singkat, APS sangat tinggi pada kelompok
usia 7-12 (99,65%) dan usia 13-15 (98,90%), turun pada usia 16-18 menjadi 90,36%, lalu
mengalami penurunan dramatis pada usia 19-23 menjadi 54,17%. Angka-angka ini
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menggambarkan transisi pendidikan dari pendidikan dasar menuju jenjang lanjutan dan
pendidikan tinggi.

Secara interpretatif, pola ini mengandung beberapa makna utama antara lain 1. Akses ke
pendidikan dasar dan menengah pertama hampir maksimal dan ini secara langsung menunjukkan
indikator keberhasilan kebijakan wajib belajar 13 tahun. 2. Akses ke pendidikan menengah atas
(SMA/SMK) menunjukkan ada faktor pendorong putus sekolah pada usia remaja akhir (misalnya
tekanan ekonomi keluarga, keterbatasan kapasitas SMA/SMK, pilihan masuk pasar kerja, atau
ketidakrelevanan pilihan jurusan). 3. Akses ke pendidikan tinggi/lanjutan sangat terbatas yang
mengindikasikan masalah keterjangkauan dan juga pilihan (pekerjaan, pelatihan nonformal,

urusan keluarga).

1.1.2 Anak Tidak Sekolah

Masalah utama lain yang dihadapi bidang pendidikan di Indonesia adalah masih adanya anak usia
sekolah yang tidak bersekolah (anak tidak sekolah/ATS). ATS mencakup anak yang tidak pernah
mengikuti pendidikan pada jenjang apapun, putus sekolah tanpa menyelesaikan pendidikan pada
jenjang tertentu (SD/sederajat, SMP/sederajat, atau SMA/sederajat), dan anak yang tidak

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, minimal sampai pendidikan menengah.

DATA ATS BPB BERDASARKAN USIA
D | YOGYAKARTA

®/ 1) ®13-1% ~15

VOLYALARTA

DN RO

Gambar 2 Data ATS BPB berdasar Usia Di DIY tahun 2025
Sumber: https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/ 15 September 2025

Gambar 2 memperlihatkan masalah terbesar pada jenjang SMA/SMK, dan dua kabupaten
(Kulon Progo dan Sleman) menyumbang mayoritas angka. Intervensi yang paling berdampak

adalah dukungan ekonomi pada jenjang menengah atas, disertai program terfokus untuk
2



mencegah putus sekolah lebih awal di beberapa kabupaten pedesaan. Namun, untuk merancang
kebijakan yang tepat sasaran perlu data alasan Tidak Sekolah dan disaggregasi yang lebih

mendalam.

1.1.3 Kualitas Pendidikan

Kemampuan Literasi dan Numerasi

Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat mewujudkan kemajuan negara. Peningkatan
kualitas pendidikan di berbagai jenjang masih perlu diupayakan dengan peningkatan kualitas
kurikulum, model pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sistem penilaian yang tepat,
serta sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang memadai. Kualitas pendidikan juga
perlu didukung dengan fasilitasi pembelajaran secara digital dengan memanfaatkan teknologi.
Upaya yang dilakukan telah dapat mendorong perbaikan pembelajaran, yang antara lain
ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar peserta didik (learning outcome).

Capaian pembelajaran yang diukur melalui Asesmen Nasional (AN), menunjukkan kecenderungan
adanya perbaikan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Gambar dibawah menunjukkan
peningkatan Skor Rerata Asesmen Kompetensi Minimum Berdasarkan Jenjang Pendidikan, 2021-
2024 di prov. D.I. Yogyakarta.

Skor Rerata Asesmen Kompetensi Minimum
Berdasarkan Jenjang Pendidikan, 2021-2024
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Gambar 3 Skor Rerata Asesmen Kompetensi Minimum Berdasarkan Jenjang Pendidikan, 2021-
2024 di Prov. D.I. Yogyakarta
Sumber : Rapor Pendidikan Prov. D.1. Yogyakarta Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan gambar 3 diatas, terlihat adanya peningkatan skor rata-rata literasi dan numerasi di
semua jenjang pendidikan (SD/SDLB/Paket A, SMP/SMPLB/Paket B, dan SMA/SMALB/Paket
C) selama periode tersebut. Secara keseluruhan, kenaikan skor paling konsisten dan signifikan
terjadi pada jenjang SD/SDLB/Paket A untuk kedua kompetensi. Pada literasi, jenjang SD naik
dari 55.95 di tahun 2021 menjadi 69.04 di tahun 2024. Sementara untuk numerasi, skor SD
melonjak dari 43.35 menjadi 65.34. Ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kompetensi di
tingkat dasar berhasil dengan baik dan menghasilkan dampak yang besar.

Lingkungan Belajar

Lingkungan belajar aman merupakan lingkungan belajar yang mampu memberikan rasa aman dan
nyaman bagi anak, pendidik, dan tenaga kependidikan, baik secara fisik, psikis (mental), maupun
sosial. Keamanan bangunan, keamanan lingkungan, dan tersedianya fasilitas Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K) termasuk ke dalam keamanan fisik. Sedangkan, kebijakan anti kekerasan
seksual, anti kekerasan fisik, anti perundungan, dan anti hukuman fisik termasuk ke dalam
keamanan psikis. Dalam Rapor Pendidikan, terdapat beberapa indikator penilaian yang
berhubungan dengan lingkungan belajar di sekolah, yang terdiri dari Iklim Keamanan, Iklim
Kebinekaan, dan Iklim Inklusivitas.

Iklim Keamanan Sekolah merupakan indikator yang dapat mengukur tingkat rasa aman dan
kenyamanan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah, termasuk di dalamnya
terbebas dari perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan
sckolah. Terdapat 6 (enam) indikator yang digunakan untuk menilai iklim keamanan satuan
pendidikan, yaitu indikator kesejahteraan psikologi peserta didik, indikator kesejahteraan
psikologi guru, indikator perundungan, indikator hukuman fisik, indikator kekerasan seksual, dan

indikator narkoba.



Iklim Keamanan Sekolah di DIY tahun 2021-
2024

2021 2022 2023 2024

e SD/SDLB/Paket A vawnem SMP/SMPLB/Paket B swmesss SMA/SMALB/Paket C

Gambear 4 Iklim Keamanan Sekolah di DIY tahun 2021-2024
Sumber : Rapor Pendidikan Prov. D.1. Yogyakarta Tahun 2022 - 2024

Gambar 4 menunjukkan penurunan iklim keamanan sekolah di DIY dari 2021 ke 2023, diikuti
oleh pemulihan pada 2024 —tetapi pemulihan tidak merata: SD pulih kuat, sementara SMP dan
SMA pulih lebih lemah dan SMP tampak paling rentan. Rekomendasi prioritas adalah investigasi
akar masalah di SMP, replikasi praktik baik SD, dan perkuat sistem pemantauan & intervensi
berbasis bukti.

Kualitas pembelajaran

Kualitas pembelajaran adalah kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai
dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran yang bersifat interaktif
dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik untuk mendorong peserta didik
mengembangkan karakter dan kompetensi yang diperlukan.



Capaian Kualitas Pembelajaran, 2021-2024
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Gambar 5 Capaian Kualitas Pembelajaran tahun 2021-2024
Sumber : Rapor Pendidikan Prov. D.I. Yogyakarta Tahun 2022 - 2024

Gambar 6 menunjukkan tren capaian kualitas pembelajaran untuk tiga jenjang pendidikan—
SD/SDLB/Paket A, SMP/SMPLB/Paket B, dan SMA/SMALB/Paket C—selama periode 2021
hingga 2024 di D.LYogyakarta. Nilai capaian tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun,

menandakan adanya dinamika dalam pelaksanaan dan hasil pembelajaran di tiap jenjang.

Kualitas Layanan Pendidikan 1 (Satu) Tahun Prasekolah

Pemahaman mengenai layanan pendidikan yang perlu diterima anak usia dini di PAUD masih
perlu ditingkatkan. Wajib Belajar 1 (satu) tahun prasekolah merupakan inisiatif penting dan
merefleksikan komitmen Indonesia untuk memastikan setiap anak usia 5 (lima)-6 {enam) tahun
dapat berpartisipasi dalam pembelajaran terorganisir sebelum masuk ke jenjang pendidikan dasar,
sehingga lebih siap bersekolah secara holistik. Penerapan Wajib Belajar 1 (satu) tahun prasekolah
sebaiknya dilakukan di saat ekosistem layanan sudah menguat.

Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk membantu anak
mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta sebelum memasuki pendidikan
dasar. Partisipasi dalam pendidikan anak usia dini memiliki dampak jangka panjang, terutama bagi
anak-anak. Namun, manfaat ini hanya dapat dirasakan jika layanan PAUD memiliki kualitas yang
baik. PAUD dengan kualitas kurang baik justru dapat memberikan dampak negatif, menimbulkan
stres pada anak, yang bahkan dapat menyebabkan trauma terhadap proses belajar (Britto dkk.,
2011). Ini bertentangan dengan tujuan PAUD yang seharusnya membangun pandangan positif

anak terhadap pembelajaran.



Persentase Satuan PAUD Berdasarkan Kategori
Kualitas Proses Pembelajaran
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Gambar 6 Persentase Satuan PAUD Berdasarkan Kategori Kualitas Proses Pembelajaran
Sumber : Rapor Pendidikan Prov. D.1. Yogyakarta Tahun 2022 - 2024

Secara keseluruhan, Gambar 6 menunjukkan bahwa Kualitas perencanaan dan proses belajar
meningkat, menandakan kemajuan dalam pelaksanaan pembelajaran di PAUD, Namun kualitas
pembelajaran  yang membangun fondasi dan asesmen pembelajaran justru menurun,
mengindikasikan masih adanya kesenjangan dalam pemanfaatan asesmen dan penguatan
kemampuan dasar anak, dan perlu peningkatan kapasitas guru PAUD dalam asesmen autentik dan
strategi pembelajaran berbasis fondasi perkembangan anak, agar peningkatan di aspek

perencanaan dan proses belajar dapat berdampak nyata pada hasil belajar anak usia dini.

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

Kebijakan PAUD HI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, menegaskan bahwa dalam upaya menjamin
pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini maka perlu diselenggarakannya pelayanan anak
usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah,
dengan melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga
dapat memastikan terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan
dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosicnal dan pengasuhan sehingga anak
dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur. Program ini mencakup
pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak.
Dalam mengukur pemenuhan layanan PAUD HI digunakan 8 (delapan) indikator antara lain

kemitraan dengan orang tua, pemantavan pertumbuhan anak, pemantauan perkembangan anak,
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pemenuhan gizi dan kesehatan anak, perilaku hidup bersih dan sehat, pemberian makanan bergizi
atau makanan tambahan, pemantauan terhadap kepemilikan identitas anak, serta memastikan

ketersediaan fasilitas sanitasi dan pasokan air bersih yang memadai.

Satuan PAUD vang Memenuhi Indikator Kinerja
L.ayanan Holistik Integratif melalui Kemitraan
maupun Mandiri tahun 2024
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Gambar 7 Satuan PAUD yang Memenuhi Indikator Kinerja Layanan Holistik Integratif melalui
Kemitraan maupun Mandiri tahun 2024
Sumber : Rapor Pendidikan Prov. D.1. Yogyakarta Tahun 2024

1.1.4 Tata Kelola

Capaian Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan BPMP D.I. Yogyakarta secara mudah dapat dilihat dari daya serap anggaran
setiap tahun.
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Gambar 8 Daya serap anggaran setiap tahun
Sumber : Laporan Kinerja BPMP Prov.DIY Tahun 2024



Berdasarkan grafik pada Gambar 10, rata-rata penyerapan anggaran BPMP D.I. Yogyakarta selama
4 tahun terakhir diatas 95%. Penyerapan anggaran tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun 2023.
Persentase penyerapan/realisasi tahun 2024 lebih rendah daripada realisasi tahun sebelumnya
sebesar 97,27%. Salah satu penyebab capaian lebih rendah karena terdapat blokir anggaran yang
lebih besar dari tahun sebelumnnya, dan nilai blokir tersebut termasuk dalam hitungan PAGU
anggaran yang tidak terserap. Nilai blokir anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp. 730.202.000,-
,sedangkan nilai blokir di tahun 2023 adalah Rp.48.228.000.-.. Jika dibandingkan maka nilai blokir
tahun 2024 adalah 15 kali dari blokir tahun 2023.

Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi alat yang tidak hanya
mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, tetapi juga memastikan bahwa seluruh
aktivitas organisasi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan berorientasi
pada hasil (outcome). Dalam konteks ini, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) D.I
Yogyakarta memposisikan SAKIP sebagai indikator kunci untuk menilai kualitas tata kelola yang
diterapkan selama periode Renstra 2020-2024. Implementasi yang kuat terhadap sistem ini
mencerminkan komitmen BPMP DIY dalam menjaga akuntabilitas sebagai lembaga pemerintah
yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Perkembangan nilai SAKIP BPMP Provinsi D.I.
Yogyakarta tahun 2020 sampai 2024 disajikan dalam Gambar 11. dibawah ini:

Capaian SAKIP Per Periode:

i §

2021

2022 2023

Sumber: Laporan Kinerja BPMP Prov.D1Y Tahun 2024
Gambar 9 capaian SAKIP (sumber: Laporan Kinerja BPMP Prov.D1Y Tahun 2024)



Capaian IKK 2.1 yang mengukur predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) D.I. Yogyakarta menunjukkan tren positif
selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, target predikat A dengan skor awal 80.01 tidak
hanya tercapai, tetapi melampaui ekspektasi dengan realisasi predikat AA yang setara dengan skor
92 atau 114,99% dari target tahunan. Realisasi ini juga mencerminkan pencapaian sebesar
114.99% terhadap target akhir Renstra 2020-2024. Tren ini mencerminkan konsistensi dalam

peningkatan tata kelola organisasi yang berbasis akuntabilitas kinerja dan transparansi.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Untuk mendukung program Prioritas Nasional sektor pendidikan dasar dan menengah yang

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025- 2045,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Peta Jalan

Pendidikan Indonesia (PJPI) Tahun 2025-2045, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

berkomitmen dan menunjukkan dukungan yang kuat terhadap peningkatan layanan dan kualitas

pendidikan melalui program Prioritas Nasional sektor pendidikan dasar dan menengah yang

ditetapkan sebagai Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-

2029. BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Ditjen PAUD Dikdas

dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan

penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan masyarakat sehingga berpotensi dalam mengawal serta mendukung

keterlaksanaan program prioritas tersebut di BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain itu, ada

beberapa potensi yang BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta miliki yaitu:

a. SDM Profesional dan Adaptif, memiliki tenaga fungsional dan pelaksana yang kompeten di
bidang penjaminan mutu, supervisi, analisis data pendidikan, dan pengembangan kurikulum.

b. Berada diwilayah yang dikenal sebagai “kota pendidikan™ dengan ekosistem belajar yang kuat,
partisipasi masyarakat tinggi, serta budaya akademik yang progresif.

c. Memiliki jejaring kuat dengan Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, universitas,
komunitas guru, dan lembaga swadaya pendidikan.

d. Memiliki Kapasitas Pengelolaan Data dan Analisis Mutu, mampu mengelola data mutu
pendidikan berbasis Rapor Pendidikan dan Dapodik secara efisien, telah mengembangkan

praktik baik dalam perencanaan berbasis data (PBD) dan intervensi berbasis bukti.
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Selain potensi tersebut diatas, Pemerintah melalui Kemendikdasmen telah menetapkan sejumlah
program prioritas yang sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah, antara lain:

1. Revitalisasi Sekolah
Pendidikan merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul,
berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun demikian, berbagai hasil
evaluasi mutu pendidikan menunjukkan masih terdapat kesenjangan mutu antar satuan
pendidikan, baik dari aspek manajemen, proses pembelajaran, maupun hasil belajar peserta
didik.Seiring dengan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar dan penguatan Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), sckolah diharapkan mampu menjadi pusat
pengembangan mutu yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperiukan upaya
komprehensif melalui program revitalisasi sekolah.Program revitalisasi sekolah diarahkan
untuk memperkuat peran sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang adaptif terhadap
perubahan, mengembangkan kapasitas kepala sekolah dan guru sebagai pemimpin
pembelajaran, serta mengoptimalkan sumber daya dan sarana prasarana pendidikan.

2. Digitalisasi Pembelajaran
Digitalisasi pendidikan di Indonesia adalah proses multifaset yang mengubah cara
penyelenggaraan pembelajaran, manajemen sekolah, dan kebijakan pendidikan nasional.
Transformasi ini mencakup penyediaan infrastruktur (perangkat, jaringan), pengembangan
platform pembelajaran (seperti Rumah Belajar dan platform terpadu yang lebih baru: Rumah
Pendidikan), program peningkatan kapabilitas guru, serta kebijakan pemerintah untuk
memperluas akses dan pemerataan. Periode 2019-2025 menandai percepatan digitalisasi yang
dipicu oleh pandemi COVID-19 — yang memaksa sekolah, guru, dan siswa beralih cepat ke
pembelajaran daring — dan dilanjutkan oleh inisiatif pemerintah yang lebih sistematis untuk
memasukkan teknologi ke dalam kurikulum dan fasilitas sekolah. melaui pemanfaatan
teknologi untuk memperluas akses belajar melalui bantuan perangkat Interactive Flat Panel
(IFP).

3. Wajib Belajar 13 tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan merupakan program
yang bertujuan untuk meningkatkan akses Pendidikan bagi siswa usia sekolah dengan
melibatkan berbagai mitra di daerah sehingga terwujud pemerataan Pendidikan di Prov. D.I.
Yogyakarta.

4. Pembelajaran dan Penilaian yang menekankan pada penguatan pembelajaran dan penilaian
kepada tenaga pendidik dan kependidikan serta satuan Pendidikan melalui kegiatan

pembelajaran mendalam; Koding dan Kercerdasan Artifisial; Penguatan Literasi, numerasi dan
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sains; serta pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik.

. Penjaminan Mutu Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan bangsa. Melalui pendidikan,
kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan sehingga mampu menghadapi berbagai
tantangan global. Namun, pendidikan tidak hanya berbicara mengenai akses, tetapi juga
menyangkut mutu. Dalam konteks inilah, penjaminan mutu pendidikan menjadi isu penting
yang senantiasa mendapat perhatian pemerintah Indonesia. Perkembangan selanjutnya
menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan instrumen akreditasi, tetapi juga
mengembangkan pendekatan berbasis data. Kehadiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik),
Asesmen Nasional (AN), serta Rapor Pendidikan sejak tahun 2022 menjadi tonggak baru
dalam pemetaan mutu pendidikan. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran
komprehensif mengenai capaian literasi, numerasi, karakter siswa, serta kualitas lingkungan
belajar di sekolah.

. Dukungan Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa masalah gizi masih menjadi hambatan utama dalam
pembangunan sumber daya manusia. Berdasarkan data BPS tahun 2024, sekitar 8,53 persen
anak Indonesia masih mengalami ketidakcukupan gizi. Kondisi ini memengaruhi kemampuan
belajar siswa, konsentrasi, kesehatan, dan capaian pendidikan. Pemerintah juga
mengidentifikasi bahwa sekolah adalah salah satu tempat strategis untuk menjangkau banyak
anak sekaligus dalam pemenuhan gizi harian.

Program makan bergizi gratis (MBG) muncul sebagai intervensi yang dibharapkan bisa
merespons secara langsung isu gizi dan mengurangi beban orang tua, terutama keluarga dengan
kondisi ekonomi terbatas. Selain fungsi gizi, MBG juga diwacanakan untuk turut membentuk
karakter: kebersihan, etika makan, tidak membuang makanan (anti-mubazir), serta kebiasaan
makan yang baik secara sosial.

. Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB)

SPMB merupakan bagian dari agenda transformasi pendidikan yang digalang
Kemendikdasmen untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, inklusif, serta
sesuai dengan mandat dalam visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Dalam konteks
program prioritas, transformasi SPMB ditujukan untuk menjamin bahwa proses penerimaan
peserta didik baru dilakukan secara transparan, adil, dan efisien, serta selaras dengan
pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah. SPMB juga diintegrasikan ke dalam
enam/seven program prioritas Kemendikdasmen yang menekankan aspek seperti kualitas guru,
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penguatan karakter, teknologi pembelajaran, literasi/numerasi, sarana-prasarana, dan
pengembangan sistem manajemen serta regulasi pendidikan. Dengan demikian, SPMB bukan
hanya mekanisme administratif penerimaan murid, tetapi bagian dari upaya strategis untuk
mendukung peningkatan mutu pendidikan, pemerataan sumber daya manusia, dan penguatan

ekosistem pendidikan nasional menuju target pembangunan SDM unggul.

. Pendidikan Karakter

Pendidikan Karakter Kemendikdasmen bertujuan untuk menumbuhkan peserta didik yang
berakhlak mulia, berintegritas, dan berkepribadian kuat melalui pembiasaan nilai-nilai utama
seperti religiusitas, nasionalisme, gotong royong, integritas, dan kemandirian. Program ini
menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Pelaksanaan
pendidikan karakter dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intra, ko, dan ekstrakurikuler,
termasuk melalui penguatan budaya sekolah, keteladanan guru, serta kolaborasi dengan orang
tua dan masyarakat. Fokusnya bukan hanya pada pengetahuan moral, tetapi juga pada
pembentukan sikap dan perilaku nyata di lingkungan sekolah dan kehidupan sehari-hari.
Melalui program ini, Kemendikdasmen berkomitmen menciptakan ekosistem pendidikan yang
menumbuhkan karakter positif, disiplin, empati, dan tanggung jawab sosial pada setiap peserta
didik, sejalan dengan visi pendidikan nasional untuk membentuk SDM unggul berkarakter

Pancasila.

Program prioritas ini menjadi potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk mempercepat

peningkatan mutu pendidikan di Provinsi D.[. Yogyakarta.

1.2.2. Permasalahan

Capaian kinerja pada indikator kinerja kegiatan meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD,
Dikdas, dan Dikmen di Provinsi D.I. Yogyakarta selama selama 5 (lima) tahun berturut-turut

perlahan menunjukkan kenaikan meskipun terdapat beberapa perubahan indikator capaian kinerja

pada periode tersebut. Berdasarkan hasil rapor pendidikan Provinsi Provinsi D.I. Yogyakarta

periode Tahun 2020—2025 masih terdapat Kabupaten dan Kota yang menunjukkan capaian nilai

literasi dan numerasi dibawah rata-rata nilai nasional, beberapa hal yang menjadi permasalahan

dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi D.I. Yogyakarta yang teridentifikasi

adalah sebagai berikut :

1.

2.

Belum optimalnya keterampilan guru dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan
teknologi informasi yang mendukung pembelajaran dan pengelolaan pendidikan;

Pengalokasian anggaran pemerintah daerah untuk pemenuhan SPM sesuai dengan
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rekomendasi rapor pendidikan perlu dioptimaltkan;

Belum optimainya pemahaman, kemampuan dan kesadaran satuan pendidikan dalam

melakukan perencanaan kegiatan yang sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan;

Partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD dan jenjang pendidikan menengah belum

optimal

Jumlah ATS yang masih besar

Akses data yang terbatas. BPMP D 1. Yogyakarta tidak memiliki akses penuh terhadap

data rapor pendidikan, sehingga sulit menganalisis dan menyusun intervensi kepada

sekolah atau Pemerintah Daerah.

Kurangnya pemanfaatan sistem integrasi data: Modul MARKAS-SIPD belum

dimanfaatkan secara optimal, sehingga rekomendasi rapor pendidikan tidak sepenuhnya

diakomodasi dalam perencanaan daerah (APBD).

Pencapaian program kegiatan BPMP DIY menghadapi beberapa hambatan, antara lain:

a) Keselarasan pemenuhan target prioritas dengan eselon 1 membutuhkan proses
harmonisasi disaat tahun anggaran berjalan.

b) Tingginya tingkat kompleksitas pelaporan keuangan membutuhkan integrasi sistem
yang lebih kuat untuk mendukung akurasi dan efisiensi terlebih pada tahun ini akses
aplikasi SAKTI beberapa kali mengalami kendala.
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BAB 2
VIS1, MISL, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1. VISI BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta

Visi BPMP Provinsi D.1. Yogyakarta sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah yang mengemban amanat pembangunan sumber daya manusia melalui
ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka vist BPMP Provinsi D.I.
Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah :

“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta

dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dengan Responsif, Akuntabel,
Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH), serta mengedepankan profesionalitas dan
integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang
pendidikan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian
Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, BPMP
Provinsi D.1. Yogyakarta di bawah binaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah serta seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja

bersama untuk memajukan pendidikan sesuai dengan visi dan misi presiden.

2.2.MISI BPMP Prov. D.I. Yogyakarta
Mempertimbangkan visi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian dan Direktorat
Jenderal PAUD Dikdasmen yang selaras dengan dinamika yang terjadi dalam kebijakan di
bidang pendidikan maka dirumuskan misi BPMP Prov. D.1. Yogyakarta tahun 2025 - 2029
seperti berikut:
a. Mewujudkan Pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdayasaing, dan relevan
yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, system pembelajaran

berkualitas, serta teknologi pembelajaran
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b. mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan

untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan Pendidikan

2.3.Tujuan BPMP D.IL Yogyakarta
Perumusan tujuan BPMP D.1. Yogyakarta dilakukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran

terlaksananya misi dan tercapainya visi BPMP D.l. Yogyakarta. Adapun Tujuan dan
Indikator tahun 2025 — 2029 sebagai bertkut:
Tabel 1 Tujuan dan Indikator Tujuan BPMP D.1. Yogyakarta

No Tujuan Kemendikdasmen Indikator Tujuan BPMP DIY
1 Menguatnya mutu layanan . Nilai kualitas lingkungan belajar
pendidikan anak usia dini, dasar, PAUD
menengah, khusus, layanan khusus, dan | 2. Persentase peserta didik satuan
kesetaraan pendidikan formal dan nonformal
yang mencapai standar kompetensi
minimum dalam asesmen kompetensi
tingkat nasional:
a. Literasi Membaca
b. Numerasi
3. Persentase satuan pendidikan yang
memiliki indeks karakter, indeks iklim
keamanan sekolah, dan indeks
inklusivitas dan kebhinekaan pada
kategori baik
2 Menguatnya  sistem  tata kelola| 1. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja
Kementerian yang partistpatif, Instansi Pemerintah [SAKIP] BPMP
transparan, dan akuntabel DIY
2. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP
DIY
3 Meningkatnya perluasan dan | 1. Persentase Anak Kelas 1
pemerataan akses pendidikan anak usia SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah
dini, dasar, dan menengah yang Mengikuti PAUD
berkeadilan 3. Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun

2.4.Sasarar BPMP Prov. D.1. Yogyakarta

BPMP D.I. Yogyakarta menetapkan lima sasaran kegiatan untuk mengukur tingkat
ketercapaian tujuan pembangunan yang akan dicapai tahun 2029, yaitu:
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Tabel 2 Tujuan dan Sasaran BPMP D.I. Yogyakarta

No. Tujuan Sasaran Kegiatan

l Menguatnya mutu layanan pendidikan | Meningkatrniya mutu pendidikan jenjang
anak usia dini, dasar, menengah, PAUD, Dikdas dan Dikmen

khusus, layanan
khusus, dan kesetaraan

2 Menguatnya sistem tata kelola Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi
Kementerian Pendidikan Dasar dan D.I. Yogyakarta
Menengah yang partisipatif,

transparan, dan akuntabel

3 Meningkatnya perluasan dan Meningkatnya akses layanan pendidikan
pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang
anak usia dini, dasar, dan menengah berkeadilan untuk semua
yang berkeadilan

Berdasarkan Sasaran Strategis di atas, BPMP provinsi D.I.Yogyakarta mengidentifikasi
indikasi risiko yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Risiko-
risiko tersebut dapat berindikasi pada ketercapaian Sasaran Strategis BPMP provinsi
D.I.Yogyakarta.

Adapun indikasi risikonya berdasarkan Sasaran Strategis sebagai berikut.
Tabel 3: Sasaran Strategis BPMP provinsi D.1.Yogyakarta dan Indikator Risiko

No. Sasaran Strategis Indikator Risiko

1 Meningkatnya mutu pendidikan 1. Pemanfaatan inovasi pembelajaran melalui

jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen teknologi tidak optimal secara baik untuk
peningkatan kompetensi guru, peningkatan
kualitas proses belajar mengajar, serta
pengayaan pembelajaran (sumber bahan ajar
seperti konten pembelajaran dan bahan
bacaan bermutu).

2. Tidak terbangunnya kolaborasi lintas sektor
dalam penyelenggaraan PAUD Holistik
Integratif dan program Usaha Kesehatan
Sekolah (UKS).

3. Hasil asesmen pendidikan tidak
dimanfaatkan untuk penguatan dan
perbaikan inovasi pembelajaran dan
pengajaran.

4. Penerapan kurikulum belum berpengaruh
pada cara belajar mengajar, fasilitasi belajar
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guru murid, serta pola pembiasaan di
lingkungan belajar. Selain itu, kurikulum
tidak kontekstual, tidak berpusat pada
peserta didik, tidak berfokus pada karakter
dan kompetensi esensial, dan tidak sesuai
konteks kewilayahan.

. Lulusan pendidikan nonformal tidak

mendapatkan hasil belajar yang optimal dan
kompetensi yang diharapkan karena kualitas
layanan pendidikan nonformal yang tidak
cukup baik.

. Rendahnya partisipasi peserta didik dalam

ajang talenta dan capaian prestasi tingkat
internasional menurun.

. Satuan pendidikan pada daerah terpencil

belum siap untuk diakreditasi karena
berbagai kendala, seperti aksesibilitas yang
terbatas.

. Pendidikan dan pelatihan guru tidak

memberikan dampak yang signifikan pada
kualitas pengajaran dan pembelajaran,
pemenuhan kesejahteraan guru tidak ditkuti
dengan peningkatan kinerja, kompetensi,
dan pengembangan keprofesionalan, serta
pendidik dan tenaga kependidikan belum
terpenuhi dan merata di setiap wilayah
karena kurangnya komitmen pemerintah
daerah dalam melaksanakan distribusi,
redistribusi, dan pengangkatan guru,

Meningkatnya tata kelola BPMP
Provinsi D.I. Yogyakarta

. Hasil rekomendasi monitoring dan evaluasi

kinerja dari pihak eksternal maupun internal
tidak dimanfaatkan oleh satuan kerja untuk
perbaikan dan peningkatan kualitas layanan
dan penyusunan program/kebijakan pada
tahun berikutnya.

. Kebijakan ditetapkan tidak berdasarkan data

aktual, tidak melibatkan partisipasi
masyarakat serta pemangku kepentingan
lainnya, dan advokasi kebijakan tidak
optimal.

. Objektivitas pelaksanaan pengawasan

internal tidak terjadi karena adanya
kepentingan beberapa pihak.

Meningkatnya akses layanan
pendidikan anak usia dini, dasar,

. Program pembangunan dan revitalisasi

sarana prasarana pendidikan belum
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dan menengah yang berkeadilan
untuk semua

memberikan keberpihakan untuk wilayah-
wilayah 3T, daerah dengan angka partisipasi
rendah, daerah yang tidak memiliki sekolah,
daerah- daerah yang memiliki tingkat
kerusakan sekolah tinggi serta kualitas hasil
pembangunan dan revitalisasi berjalan tidak
optimal yang menyebabkan fasilitas tidak
digunakan dan tidak mendukung perluasan
daya tampung.

. Upaya penanganan dan penjangkauan Anak

Tidak Sekolah (ATS) tidak optimal
dilakukan karena tidak tersedianya data ATS
yang memadai serta belum terjalinnya
sinergi lintas sektor untuk mengatasi
dampak negatif yang mengakar pada sosial
budaya sechingga menyebabkan anak tidak
bersekolah.

. Penerima bantuan pendidikan tidak

mengalokasikan dana secara tepat sasaran
dan tidak dimanfaatkan dengan maksimal
untuk tujuan pembelajaran dan/atau
penggunaan yang bisa mendukung anak
dalam mengakses layanan pendidikan, serta
indeks biaya bantuan yang diberikan tidak
dapat menutup opportunity cost yang
dibutuhkan.

. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini tidak

tersedia secara memadai serta masih adanya
disparitas antarwilayah.

. Belum terdapat fleksibilitas waktu pada

proses pembelajaran pendidikan nonformal
karena masih mengikuti waktu
pembelajaran pada pendidikan formal.

. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tidak

mendapatkan layanan pendidikan yang
optimal karena kompetensi guru yang tidak
sesuai, kurikulum yang tidak adaptif, serta
fasilitas yang tidak sesuai pada layanan
pendidikan inklusif.
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BAB 111
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Pembangunan pendidikan dasar dan menengah disusun berdasarkan dan merujuk kepada arah
kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun
2025-2029, Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah (RPPJM), Rencana Strategis
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029, serta hasil evaluasi Renstra
tahun 2020-2024, yang kemudian dituangkan dalam perencanaan lima tahunan yaitu Rencana
Strategis {Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah Tahun 2025-2029. Renstra Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen menjadi
dasar, pedoman, acuan dalam penyusunan program dan selanjutnya dijabarkan ke dalam
kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan
menengah. Rujukan-rujukan utama ini secara konsisten harus dapat dicermati, dianalisis dan
dipertajam ke dalam Renstra PAUD, Dikdas, dan Dikmen agar tidak keliru dan dapat optimal
dalam teknis pelaksanaannya sampai kepada pengelola kegiatan, dan juga output-output yang
menjadi ujung tombak bagi pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program.

3.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPIMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat 8
(delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud
implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden,
dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa
melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau,
dan ekonomi biru;

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,
keschatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,
pemuda, dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan
kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
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8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan
budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang
adil dan Makmur.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan
Prioritas Nasional butir 4 (empat) dan 8 (delapan) berikut:

Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,
teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran
perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,
alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat
yang adil dan Makmur.

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan
iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis
melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai
berikut:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan
dasar dan pendidikan menengah).

2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.

3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.

4. Penguatan sistem tata kelola pendidikan.

5. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.

Untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dan berkeadilan, arah kebijakan
Kemendikdasmen diterjemahkan ke dalam program-program yang selaras dengan Prioritas
Nasional 4.

Tabel 4 Sasaran Strategis dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam
Prioritas Nasional 4

No Arah Kebijakan dan Strategi Sasaran Strategis

Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi
Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang
Disabilitas

1 Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 Meningkatnya akses layanan pendidikan
tahun pendidikan prasekolah dan 12 anak usia dini, dasar, dan menengah yang
tahun pendidikan dasar dan pendidikan | berkeadilan untuk semua

menengah)
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Peningkatan kualitas pengajaran dan
pembelajaran

Meningkatnya hasil belajar pendidikan
anak usia dini, dasar, menengah, khusus,
layanan khusus, dan kesetaraan

Penguatan pengelolaan pendidik dan
tenaga kependidikan berkualitas

Meningkatnya hasil belajar pendidikan
anak usia dini, dasar, menengah, khusus,
layanan khusus, dan kesetaraan

Penguatan sistem tata kelola pendidikan

Meningkatnya hasil belajar pendidikan
anak usia dini, dasar, menengah, khusus,

layanan khusus, dan kesetaraan

Penguatan pendidikan dan pelatihan
vokasi dan produktivitas tenaga kerja

Meningkatnya mutu dan daya saing
pendidikan vokasi

3.2. Arah dan Kebijakan BPMP Prov. D.I. Yogyakarta

Arah kebijakan dan strategi BPMP Prov. D.I. Yogyakarta merujuk pada arah kebijakan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mendukung agenda pembangunan
pada periode 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Sasaran Strategis BPMP Prov. D.I. Yogyakarta dalam mendukung Arah Kebijakan
dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Arah Kebijakan dan Sasaran Strategis Sasaran Strategis BPMP
Strategi Nasional Kementerian Pendidikan Prov. D.I. Yogyakarta
Dasar dan Menengah
Peningkatan kualitas Meningkatnya hasil belajar Meningkatnya mutu
pengajaran dan pendidikan anak usia dini, pendidikan jenjang PAUD,
pembelajaran. dasar, menengah, khusus, Dikdas dan Dikmen;
layanan khusus, dan Meningkatnya tata kelola
kesetaraan BPMP Provinsi D.1.
Yogyakarta;
Percepatan wajib belajar | Meningkatnya perluasan dan | Meningkatnya akses
13 tahun (1 tahun pemerataan akses pendidikan | layanan pendidikan anak
pendidikan prasekolah anak usia dini, dasar, dan usia dini, dasar, dan
dan 12 tahun pendidikan | menengah yang berkeadilan | menengah yang berkeadilan
dasar dan pendidikan untuk semua
menengah)

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kemendikdasmen juga mendukung program
visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta keberlanjutan program Prioritas Nasional
dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Arah kebijakan dan strategi Kementerian
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Pendidikan Dasar dan Menengah yang selaras dengan BPMP Prov. D.1. Yogyakarta adalah
sebagai berikut:

Tabel 6 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No. | Arah Kebijakan Kemendikdasmen Strategi Kemendikdasmen
1. |Penguatan mutu layanan, dan |Penguatan penjaminan mutu pendidikan
kualitas pembelajaran dan } untuk meningkatkan pemerataan kualitas
pengajaran, kurikulum dan model layanan antar satuan pendidikan dan antar
. o wilayah, dengan pemanfaatan Rapor
pembelajaran, serta  penilaian .y .
o Pendidikan, penguatan kapasitas dan
pendidikan akselerasi akreditasi satuan pendidikan.
Penguatan dan penerapan Standar Nasional
Pendidikan.
2. |Penguatan tata kelola serta | Memberikan pelayanan yang RAMAH
akuntabilitas Kementerian (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel,
dan Harmonis) dan SANTUN (Setia,
Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul,
dan Ngemong).
Memastikan pelaksanaan sistem
akuntabilitas kinerja pendidikan yang
transparan di tingkat pusat dan daerah.
Melanjutkan reformasi struktural
Kementerian untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas kinerja unit kerja.
3 . Meningkatn kses | idi
Perluasan layanan pendidikan dasar eHnETATye akses “ayanan pendidikan
anak usia dini, dasar, dan menengah yang
dan menengah dalam mendukung .
< berkeadilan untuk semua
pendidikan bermutu untuk semua
yang berkeadilan

Tabel di atas menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BPMP
Prov. D.I. Yogyakarta yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara BPMP Prov. D.I.
Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis dengan instansi terkait serta pemerintah daerah dan
satuan pendidikan di Prov. D.I. Yogyakarta. Prinsip mendasar yang menjadi pedoman arah
kebijakan BPMP Prov. D.I. Yogyakarta adalah mendukung arah kebijakan Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.
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Arah kebijakan, strategi, dan program Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Prov. D.I.
Yogyakarta yang mendukung strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai
berikut:

1. Peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Prov. D.I. Yogyakarta

Kondisi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

¢ Satuan pendidikan di Prov. D.I. Yogyakarta memanfaatkan hasil asesmen tingkat
nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran

¢ Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Prov. D.I. Yogyakarta memenuhi SPM
pendidikan

Strategi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Prov. D.I. Yogyakarta untuk mencapai kondist
tersebut adalah sebagai berikut:

+ Pembinaan Pembelajaran dan Penilaian untuk meningkatkan pemahaman satuan
pendidikan penerima Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOS Kinerja) terhadap
pendekatan dan inovasi dalam pembelajaran dan penilaian, serta meningkatkan
pemahaman dan dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan, program, dan praktik
pembelajaran serta penilaian, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran
mendalam (Deep Learning), Coding, dan Kecerdasan Artifisial (Artificial
Intelligence/Al).

+ Pembinaan Transfer Daerah untuk mengawal dan mendampingi pelaksanaan program -
program pusat di satuan pendidikan dan pemda terkait.

* Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk membantu daerah dalam menyusun
perencanaan yang komprehensif dan melaksanakan program-program peningkatan
mutu pendidikan berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam Standar
Nasional Pendidikan (SNP) serta melaksanakan supervisi Implementasi Sistem (PMP)
dan edukasi penggunaan SNP di Satuan Pendidikan.

* Pembinaan Kemitraan untuk membangun komitmen dan kerjasama dengan pemerintah
daerah dalam mendukung pelaksanaan program pusat di daerah

* Pembinaan Digitalisasi Sekolah untuk mendampingi serta mengadvokasi pemerintah
daerah dan satuan pendidikan dalam pemanfaatan rumah pendidikan, pengembangan
konten pembelajaran dalam mendukung program digitalisasi pembelajaran, serta

memastikan pemanfaatan bantuan digitalisasi dilakukan secara tepat.
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* Pembinaan Penguatan Pendidikan Karakter untuk mendampingi serta mengadvokasi

pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam program Gerakan 7 Kebiasaan Anak

Indonesia Hebat dan pemantauan pelaksanaan program MBG di daerah.

2. Tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Banten yang partisipatif, transparan, dan
akuntabel.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu

Pendidikan Prov. D.I. Yogyakarta yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah

sebagai berikut :

¢ (apaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Prov. D.I. Yogyakarta dengan kategori sangat
baik

e Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Prov. D.I. Yogyakarta
minimal AA

Strategi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Prov. D.I. Yogyakarta untuk mencapai kondisi

tersebut adalah sebagai berikut:

Memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada
monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program;

Memperkuat kerja sama dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan pemerintah
daerah;

Penguatan sistem pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan
integritas terhadap peraturan perundang-undangan;

Mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya manusia BPMP Prov. D.1.
Yogyakarta yang berbasis mekanisme manajemen talenta;

Melakukan inovasi — inovasi dalam meningkatkan layanan internal dan eksternal

BPMP Prov. D.I. Yogyakarta.

3.3. Kerangka Regulasi

BPMP Prov. D.I. Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mendukung

pencapalan sasaran strategis kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berpijak pada

kerangka regulasi yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah;

. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan

Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 11 Tahun
2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi BPMP Prov. D.I. Yogyakarta Ditjen PAUD,

Dikdas, dan Dikmen Kemendikdasmen sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya,

diperlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, tata kelola,

dan manajemen aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar BPMP

Prov. D.I. Yogyakarta Kemendikdasmen dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan

optimal. Kerangka kelembagaan ini diharapkan dapat memastikan penataan organisasi yang

selaras dengan pencapaian sasaran strategis, serta meningkatkan efektivitas kelembagaan

melalui struktur organisasi yang tepat, proses organisasi yang efisien, dan pencegahan

terjadinya duplikasi tugas dan fungsi.
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Tugas dan Fungsi BPMP Prov. D.I. Yogyakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11

tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
Tugas

Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

Fungsi

Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan masyarakat;

Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;

Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan
mutu pendidikan;

Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
masyarakat;

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan

Pelaksanaan urusan administrasi.
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3.4.1.Struktur Organisasi

Struktur organisasi di BPMP Prov. D.I. Yogyakarta mengacu pada Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja BBPMP dan BPMP.

S

;"“N. ™ h
% ; Kepala

I— ® Subbagrian Uhnam

Kelompok Jabanm
Fungsional

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara,
kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Kelompok jabatan fungsional
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.2. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara

Kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan
ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki integritas, profesional, dan kompeten
berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian
tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tabel 7 Aparatur Sipil Negara BPMP Prov. D.1. Yogyakarta Tahun 2025

No. Jabatan Jumlah
1. Tenaga Struktural 66 Orang
2. Tenaga Fungsional 33 Orang
3. Tenaga PPPK 14 Orang
Total 113 Orang
Data per 31 Agustus 2025
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3.5 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen merupakan upaya sistematis,
terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)
yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan,
akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan
Dikmen. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi,
inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen
ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigm (mindser), KKN yang masih terjadi di
berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan
belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan
pelayanan publik prima {mudah, murah, cepat, dan lebih baik} belum sepenuhnya terbangun
secara luas.

Sebagai unit kerja yang mengemban amanat dalam membangun SDM melalui peningkatan
mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja,
potensi, dan permasalahan, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen berupaya mewujudkan sumber
daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi
Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah,
kompetensi (hard competencies dan soft competencies), maupun integritas; termasuk pula
manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen
terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam
mewujudkan visi dan misi serta tujuan. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka
manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar
tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat
tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur
menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek
SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik,
peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber
daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di
lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen juga merupakan hal yang sangat penting.

Ditien PAUD, Dikdas dan Dikmen sebagai salah satu unit utama di lingkungan
Kemendikdasmen, terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi
yang sudah berjalan baik, meliputi delapan area perubahan, yakni:

Tabel 8: 8 (Delapan) Area Perubahan

No. | Area Perubahan Indikator Program Kegiatan

1. | Manajemen Perubahan Indeks. _ Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai
Kepemimpinan untuk meningkatkan komitmen dan
Perubahan implementasi perubahan (reform)
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No.

Area Perubahan

Indikator

Program Kegiatan

Pembentukan tim kerja RBI di lingkungan
Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

Penguatan nilai integritas, perubahan pola
pikir dan budaya kinerja

Pengembangan dan Penguatan peran agen
perubahan dan role model dengan
dibentuknya tim agen perubahan di
lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan
Dikmen

Pengembangan budaya kerja dan cara kerja
yang adaptif dalam menyongsong revolusi
industri 4.0

Penguatan Pengawasan

Maturttas SPIP

Pembentukan tim SPI dan SPIP di
lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan
Dikmen

Penyusunan rencana kerja SP1 dan SPIP

Penguatan Sistem Manajemen Konflik

Penguatan
Akuntabilitas Kinerja

Nilai SAKIP

Perencanaan terintegrasi dan lintas sektor
{(collaborative)
kinerja

Implementasi manajemen

berorientasi hasil

Penguatan
Kelembagaan

Indeks Kelembagaan

Asessment organisasi berbasis kinerja

Restrukturisasi (penyederhanaan)
kelembagaan berdasarkan hasil evaluasi

Penguatan Tata [.aksana

Indeks Sistem
Pemerintah Berbasis
Elektronik {SPBE)

Pemanfaatan IT dalam kelola

pemeriniahan

tata

Implementasi  Manajemen  Kearsipan
Modern dan Handal (dari manual ke digital)

Sistem
SDM

Penguatan
Manajemen
Aparatur

Indeks
Profesionalitas ASN

Indeks Merit System

Indeks Tata Kelola
Manajemen ASN

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai
dengan Kebutuhan Organisasi

Pengembangan
Kompetensi

Pegawai berbasis

Assessment Pegawai

Penanaman nilai integritas  melalui
penghargaan pegawai dengan kinerja
terbaik

Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai
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Area Perubahan

Indikator

Program Kegiatan

Pemetaan Kompetensi Pegawai sesuai
dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)

Penguatan
Perundang-Undangan

Peraturan

Indeks
Hukum

Indeks
Kebijakan

Reformasi

Kualitas

Melakukan
regulasi
peraturan)

identifikasi dan pemetaan
{(menghilangkan  overlapping

Deregulasi  aturan

birokrasi;

yang menghambat

Melakukan perencanaan kebijakan yang
meliputi agenda setting dan formulasi
kebijakan

Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan
yang telah disusun

Peningkatan  Kualitas

Pelayanan Publik

Indeks Inovasi

Indeks
Publik

Pelayanan

Penyusunan dokumen standar pelayanan
Penyusunan alur layanan publik
Mengembangkan budaya pelayanan prima

Penguatan kompetensi petugas pelayanan
publik

Penilaian terhadap pelayanan melalui
survey dan analisis kepuasan pelanggan

Sumber: Draft Roadmap RBI Kemdikbudristek 2020-2024
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BAB1V
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPMP Prov. D.I. Yogyakarta Ditjen PAUD, Dikdas,
dan Dikmen Kemendikdasmen serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional,
BPMP Prov. D.I. Yogyakarta menetapkan Sasaran Strategis yang merupakan kondisi yang
ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kondisi
yang dimaksud, setiap Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan
Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 9 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

" Kode | Uraian . | Satuam . Target

2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029

SS Meningkatnya hasil belajér pendidik.an anak usia dini, dasar, menengah, khusﬁs,
layanan khusus, dan kesetaraan

IKSS | Nilai kualitas lingkungan Nilai 64,78 65,58 | 66,38 | 67,18 | 6798
2.1 belajar PAUD

sp Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak
usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan

IKP Persentase Persen 19,84 24,71 29,57 | 34,44 39,30
2.1.1 kabupaten/kota yang
memiliki PAUD dengan
Nilai kualitas lingkungan
belajar PAUD  pada
kategori baik

IKSS | Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai
2.2 standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional

a. Literasi Membaca Persen 68.62 70,62 72,62 | 74,62 76,62
b. Numerasi [Persen 67,35 69,35 71,35 73,35 175,35
SP Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak

usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
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HKP
0.2.10

Persentase satuan
pendidikan yang,
memiliki nilai literasi
dan numerasi telah
mencapai  kompetensi
minimum

Persen

44,59

45,59

46,59

47,59

48,59

KSS 2.3

Persentase satuan
pendidikan yang
memiliki indeks
karakter, indeks iklim
keamanan sekolah, dan
indeks inklusivitas dan
kebhinekaan pada
kategori baik

Persen

33,24

33,45

33,66

33,87

34,08

IKP
2.3.2

Persentase satuan
pendidikan yang
memiliki skor karakter
peserta didik pada
kategori baik

rPersen

66,02

67,83

70,80

72,16

73,69

5SS

Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang

partisipatif, transparan, dan akuntabel

SP

Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

{KP
5.1.21

Capaian Nilai Kinerja
Anggaran Ditjen
Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan
Menengah

Predikat

Sangat
aik

F;m zat

aik

Sangat
Baik

Sangat
Baik

Sangat
Baik

KP
5.1.22

Predikat Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah Ditjen
Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan
Menengah

Predikat

A
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Tabel 10 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
BPMP Prov. D.I. Yogyakarta

SK.1 emngkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

IKK 1.1 | Persentase satuan pendidikan yang | Persen | 64,06 | 70,47 |77,52 |85,27 [93,8
memanfaatkan  hasil  asesmen
tingkat nasional untuk peningkatan
kualitas pembelajaran

IKK 1.2 | Persentase daerah (provinsi dan | Persen 57,61 |6337 |69,71 | 76,68 |84735
kabupaten/kota) yang memenuhi
SPM pendidikan

SK.2 Meningkatnya tata kelola BPMP Prov. D.I. Yogyakarta

IKK 2.1 | Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kategori | Sangat | Sangat | Sangat | Sangat | Sangat
BPMP Prov. D.. Yogyakarta Baik | Baik | Baik | Baik | Baik
dengan kategori sangat baik

IKK 2.1 | Predikat Akuntabilitas Kinerja | Predikat | AA AA AA AA AA
Instansi Pemerintah BPMP Prov.
D.I. Yogyakarta minimal A

42 Kerangka Pendanaan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka
diperlukan dukungan sumber daya, prasarana yang memadai, regulasi yang mendukung, serta
pendanaan yang mencukupi. Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran
strategis BPMP Prov. D.I. Yogyakarta sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPMP Prov, D.I. Yogyakarta 2025 - 2029

Program/ Kegiatan Indikasi Pendanaan (Rp juta)

Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan
jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan| 4.306 | 6.438 7.715 9.258 |11.109

Dikmas
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Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah

18.675

19.998

20.682

21.302

21.941
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BAB V PENUTUP

Rencana Strategis BPMP Prov. D.1. Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 memuat visi, misi, kebijakan,
tujuan strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) penjaminan mutu
pendidikan dasar dan menengah yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Ditjen
PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 - 2029.

Dalam Rencana Strategis diuraikan secara sistematis tujuan strategis, sasaran kegiatan, dan
indikator kinerja kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang semuanya bermuara pada pencapaian
visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagal amanat yang harus diemban oleh
BPMP Prov. D.I. Yogyakarta selama kurun waktu 2025 - 2029. Secara operasional kegiatan
penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari klasifikasi rincian output (1) Satuan
PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya; (2) Pemda yang
Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan; (3) Layanan BMN; (4) Layanan
Umum; (5) Layanan Perkantoran .

Dengan adanya renstra ini, seluruh kegiatan BPMP Prov. D.1. Yogyakarta diharapkan dapat terarah
dan terencana dalam mencapai sasaran - sasaran yang telah ditetapkan pada indikator kinerja baik
dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun aspek realisasi anggaran. Selain itu
diharapkan terjadi peningkatan kualitas layanan penjaminan mutu pendidikan, tata kelola dan
efektivitas birokrasi serta pelibatan publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan
penjaminan mutu pendidikan.

36



LAMPIRAN



Lampiran 1: Matrik Target dan Pendanaan Renstra 2025 — 2029

No Sasaran Indikator Kegiatan (IKK) Target Kinerja Alokasi Dana (Dalam Ribuan)
Kegiatan
2025 2026 2027 2028 2029 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
! {VSIEHH gkatnya [IKK 1.1] Persentase satuan 64,06 70,47 77,52 8527 93,8
mutu pendidikan pendidikan yang memanfaatkan
‘eniane PAUD hasil asesmen tingkat nasional
] l'l d £ d ’ untuk peningkatan kualitas
g;km"‘:n an embelajaran 4306 | 6438 | 7.715 | 9258 | 11.109
[IKK 1.2] Persentase daerah 5761 63,37 69,71 76,68 84,35
(provinsi dan kabupaten/kota)
yang memenuhi SPM pendidikan
SK 2] . e Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat
2 l[\deningkamya tata| [[KK 2.1] Capaian Nilai Kinerja | "g o Baik Baik Baik | Baik
kelola BPMP Anggaran BPMP Provinsi '
Provinsi D.I D.I. Yogyakarta dengan kategori
o sangat baik
Yogyakarta AA AA AA AA AA | 18.675 | 19.998 | 20.682 | 21.302 | 21.941
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta
minimal A




Lampiran 2: Definisi Operasional, Metode Perhitungan da Sumber Data Renstra 2025 — 2029 BPMP Prov. D 1. Yogyakarta

Definisi Operasional

Kode Indikator Metode Indikator Sumber
Kinerja Perhitungan Keberhasilan Data
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen
[IKK Persentase Setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah akan {(Jumlah satuan Meningkatnya
1.1] satuan dievaluasi mutunya secara berkala melalui asesmen. Evaluasi tersebut | pendidikan yang Persentase satuan Ra‘p(.)r
pendidikan yang, mencakup pengukuran kompetensi kognitif: literasi numerasi, kompetensi | memanfaatkan hasil pendidikan yang Pendidikan
memanfaatkan | sosial emosional berupa profil pelajar Pancasila, serta kualitas lingkungan | asesmen tingkat memanfaatkan hasil
hasil asesmen belajarnya. Data capaian kompetensi tersebut akan menjadi basis | nasional untuk asesmen tingkat
tingkat nasional | penyusunan profil dan rapor satuan Pendidikan. peningkatan kualitas nasional untuk
untuk Pengukuran kompetensi tersebut diharapkan tidak hanya dapat digunakan | pembelajaran)/(Jumlah | peningkatan kualitas
peningkatan untuk informasi refleksi diri namun juga dapat memetakan kualitas antar | seluruh satuan pembelajaran
kualitas satuan pendidikan, kualitas antar kab/kota, antar provinsi dan nasional. | pendidikan)*100%
pembelajaran Agar perbandingan tersebut dapat dilakukan secara optimal tanpa bias,
maka pengukuran kompetensi dilakukan secara terstandar. Standardisasi
tersebut dicapai melalui penggunaan instrumen terstandar, systern delivery
terstandar dan pelaksanaan yang mengacu pada suatu standar operasional
prosedur.
Program Kemendikdasmen untuk melakukan pengukuran terstandar
adalah Asesmen Nasional. Asesmen Nasional terdiri dari penilaian
Asesmen Kompetensi Minimum (Literasi dan Numerasi), Survei Karakter,
dan Survei lingkungan belajar. Asesmen Nasional (AN) bertujuan untuk
mengevaluasi sistem pendidikan bukan mengevaluasi hasil belajar
individu murid. Oleh karena itu AN diikuti oleh seluruh satuan Pendidikan
jenjang dasar menengah baik pendidikan formal maupun non formal.
Responden AN adalah sampel murid kelas 5, 8 dan 11, seluruh kepala
satuan Pendidikan dan seluruh guru. Hasil AN tersebut dapat
menggambarkan kompetensi kognitif murid, karakter murid, kualitas
pembelajaran, iklim keamanan, iklim kebinekaan dan iklim inklusivitas
satuan
Pendidikan. Diharapkan sekolah dapat melakukan perencanaan berbasis
data
untuk evaluasi diri dari waktu ke waktu
[IKK | Persentase SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan (Provinsi/Kab/kota Meningkatnya Rapor
1.2) daerah (provinsi | dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak | yang memenuhi SPM Persentase daerah Pendidikan
dan diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. (Permendikbud No. 32 pendidikan) / (Jumlah (provinsi dan
kabupaten/kota) Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan) seluruh kabupaten/kota) yang




yang memenuhi

sangat baik

belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan
penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi,
dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PMK  Nomor
22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan Rencana Ketja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,
EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas
Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya
untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran

Ditjen PAUD, Dikdas,
dan Dikmen

provinsi/kab/kotay*10 | memenuhi SPM

SPM pendidikan tinggi > rendah 0% pendidikan

[2023 = 2024]

1. Tuntas Paripurna 100

2. Tuntas Utama 90-99

3. Tuntas Madya 80-89 [0,36% = 13,41%)]

4. Tuntas Pratama 70-79 [11,41% = 29,35%)]

5. Tuntas Muda 60-69 {27,54% = 39,13%]

6. Belum Tuntas <60 [59,60% = 18,12%)]

perhitungan : hanya level pratama dan madya

Formula Indeks Capaian SPM:

Indeks Capaian SPM = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar

x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x

Bobot Penerima Layanan (80%)

Nilai capaian SPM diperoleh melalui penghitungan rerata persentase

indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu

dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot

penerima

{SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta
Capaian Nilai | Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang | Jumlah satuan kerjadi | Meningkatnya Aplikasi
[IKK Kinerja tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja | Ditjen PAUD, Persentase Satuan Kerja | Krisna,
2.1] Anggaran anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan | Dikdas, dan Dikmen di Ditjen PAUD, Sakti,

BPMP Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berdasarkan PMK Nomor | dengan Kategori Nilai | Dikdas, dan Dikmen Kemenke
Provinsi 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kinerja Anggaran dengan Kategori Nilai u
D.l. Yogyakarta | Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Sangat Baik x 100%= | Kinerja Anggaran
dengan kategori | Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran | Jumlah satuan kerja di Sangat Baik




[IKK
2.2]

Predikat
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
BPMP Provinsi
Dl
Yogyakarta
minimal A

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "A" adalah untuk
mengukur jumlah satker di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "A", sebagai
hasil dari pembinaan yang dilakukan Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen.
Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematik
dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah,

Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai
SAKIP > 80 — 3, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan,
Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

Jumlah satuan kerja di
Ditjen PAUD, Dikdas,
dan Dikmen dengan Nilai
SAKIP minimal A X
100% = Jumlah seluruh
satuan kerja di Ditjen
PAUD, Dikdas, dan
Dikmen

Meningkatnya Persentase
Satker Di Ditjen PAUD,
Dikdas, dan Dikmen yang
menmiliki predikat Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
minimal AA

Setditjen
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